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ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini menyoroti strategi komunikasi politik KPU Kota
Palembang dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu dengan sasaran utama pada
pemilih pemula, kelompok marginal, dan pemilih perempuan. Meskipun Rumah Pintar
Pemilu memiliki sasaran dalam programnya, Rumah Pintar Pemilu ini tetap ditujukan
kepada masyarakat umum. Berdasarkan data yang diberikan oleh KPU Kota
Palembang Program Rumah Pintar Pemilu ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 4 hari dalam seminggu, ada beberapa kalangan
pengunjung yang datang terhadap program tersebut sekitar 16 mahasiswa, 69 pelajar,
dan 25 umum Penelitian ini akan mengkaji strategi komunikasi politik KPU Kota
Palembang dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu. Penelitian ini menggunakan
metode lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil
wawancara. Data sekunder diambil dari dokumen terkait, seperti melalui media
perantara (diperolen dan dicatat oleh instansi terkait), dokumen atau arsip yang
didapatkan dari berbagai sumber, foto sebagai pendukung terkait dengan masalah
strategi komunikasi politik KPU Kota Palembang dalam pemberdayaan Rumah Pintar
Pemilu. Lokasi penelitian ini adalah Kantor KPU Kota Palembang. Berdasarkan hasil
penulisan yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi
politik KPU Kota Palembang dalam perberdayaan Rumah Pintar Pemilu telah
dilakukan dengan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi politik tentang
kepemiluan dan demokrasi. Sosialisasi merupakan metode yang dilakukan oleh KPU
Kota Palembang untuk menarik perhatian masyarakat terkait program Rumah Pintar
Pemilu baik secara luring maupun melalui sosial media maupun website. KPU Kota
Palembang menggunakan media sosial sebagai salah satu saluran komunikasi utama
untuk mempromosikan dan mengenalkan konsep Rumah Pintar Pemilu kepada
masyarakat. Penggunaan media sosial diharapkan dapat mencapai audiens yang lebih
luas dan mempermudah akses informasi.

Kata Kunci : Strategi, Komunikasi Politik, KPU Kota Palembang, Rumah Pintar
Pemilu

Xi



ABSTRACT

The background of this research highlights the political communication strategy of the
Palembang City KPU in empowering Election Smart Homes with the main target at
novice voters, marginalized groups, and women voters. Although the Election Smart
Home has a target in its program, this Election Smart Home is still aimed at the general
public. Based on data provided by the Palembang City KPU, the Smart Home Election
Program has been implemented since 2017. Activities that are carried out for 4 days a
week, there are several visitors who come to the program around 16 students, 69
students, and 25 general The study will examine the political communication strategy
of the Palembang City KPU in empowering the Election Smart Home. This research
uses field methods with a qualitative approach. Primary data were obtained from
interviews. Secondary data are taken from related documents, such as through
intermediary media (obtained and recorded by related agencies), documents or archives
obtained from various sources, photos as support related to the issue of political
communication strategies of the Palembang City KPU in empowering Election Smart
Homes. The location of this research is the KPU Palembang City Office. Based on the
results of the writing conducted, this study shows that the political communication
strategy of the Palembang City KPU in empowering the Election Smart Home has been
carried out with various strategies to increase political participation about elections and
democracy. Socialization is a method carried out by the Palembang City KPU to attract
public attention regarding the Election Smart Home program both offline and through
social media and websites. KPU Palembang City uses social media as one of the main
communication channels to promote and introduce the concept of Election Smart Home
to the public. The use of social media is expected to reach a wider audience and
facilitate access to information.

Keywords : Strategy, Political Communication, KPU Palembang City, Smart Home
Election
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dalam
penerapannya menganut sistem politik demokrasi yang memberikan kebebasan
partisipasi politik yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berperan aktif
menentukan arah pembangunan bangsa. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh,
dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud
pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan lalui pemilihan umum. Pelaksanaan
prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun
demokrasi perwakilan (Pratama, 2018).

Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam
tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-
undang. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya
sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan
mengesahkan undang-undang (Maria & Mahendra, 2020).

Menurut (Kurniawan, S.H., 2015) demokrasi berasal dari bahasa Yunani
yaitu “Demos” dan “Kratos”. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara
Kratos bermakna pemerintahaan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang
mengijinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk

berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Indonesia



adalah negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran demokrasi
adalah melakukan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu ini
merupakan sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa
yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Pemilu sebaagi sarana penting
dalam demokrasi karena pemilu merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam
berpolitik (Huda, 2018).

Pemilu merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih-
lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan
demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat
konpetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang
diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara
teratur dengan jarak waktu yang jelas, ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua
kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam
pemilu. Tidak ada satupun kelompok yang diperlakukan secara deskriminatif dalam
proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi kekuasaan untuk mempertimbangkan
dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak dibawah tekanan,
dan akses memperoleh informasi yang luas . kelima, penyelenggara pemilu yang tidak
memihak atau indefendent (AGUSTIN, 2019)

Penyelengaraan pemilu Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan
Umum atau yang biasa disingkat KPU. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang
bertugas melaksanakan pemilu, memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan

warga negaranya agar dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suara secara



mandiri dan dengan mudah. Dan Negara sejatinya menjadi fasilitator harus mampu
mengayomi seluruh kebutuhan warga negaranya (Pemerintahan & Politik, 2020).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan
bahwa5 KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye Pemilu presiden
dan wakil presiden yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon melalui laman
KPU dan lembaga penyiaran publik (Pasal 274 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.).

Selain dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU juga memiliki tugas
dan fungsi dalam pendidikan politik yang diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 8
Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Pasal 10 Ayat (3) Huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, n.d.).

Pendidikan politik ialah proses pembelajaran dan pemahaman mengenai hak,
kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian dari
pendidikan politik ialah, serangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan
kesadaran politik dan kenegaraan masyarakat, demi menunjang kelestarian Pancasila
dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan
konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan saat ini
dalam rangka menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil,

efektif dan efisien (Lentera, n.d.).



Pada pedoman pendidikan pemilih ada beberapa program strategis yang
dikembangkan KPU dalam pendidikan politik seperti penggunaan teknologi informasi
pemanfaatan media massa, pemanfaatan aktifitas sosial budaya Rumah Pintar Pemilu
(RPP), relawan demokrasi dan lainnya (Putri, 2019).

RPP merupakan program prioritas nasional yang dibentuk oleh KPU RI sejak
tahun 2015 dan menjadi penting karena menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat
umum, guna melangsungkan edukasi materi demokrasi dan khususnya tentang
kepemiluan. Pembentukan RPP yang dicanangkan oleh KPU RI berkaca atas masih
rendahnya tingkat pastisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam
seluruh proses penyelenggaraan Pemilu serta belum tertatanya informasi terkait
kepemiluan dalam satu wadah (Suhartono, 2020).

Pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 KPU Kota Palembang
melangsungkan peresmian Rumah Pintar Pemilu yang diketuai oleh Divisi Teknis
Penyelenggaraan KPU RI, Ilham Saputra di Kota Palembang. Ilham Saputra selaku
ketua Divisi Penyelenggara KPU RI mengatakan adanya RPP di tiap KPU
kota/kabupaten merupakan hal sangat penting. RPP bisa menjadi wahana edukasi bagi
semua komponen untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Baik untuk belajar maupun
mendalami informasi dan data kepemiluan, di tingkat daerah maupun nasional
(https://www.kpu.go.id/ ).

Ketua KPU Kota Palembang yaitu, Syarifudin menuturkan, dasar KPU Kota
Palembang membentuk Rumah Pintar Pemilu ini adalah menindak lanjuti surat ketua

KPU RI pada tanggal 16 Januari 2017 dengan Nomor : 54/KPU/I tahun 2017 dan surat


https://www.kpu.go.id/

ketua KPU Sumsel tanggal 24 Januari 2017 Nomor 28/KPU Prov .006/2017 perihal
pembentukan Rumah Pintar Pemilu pada tahun 2017 (https://korans.com/palembang-
resmi-miliki-rumah-pemilu-pintar/)

Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan konsep Pendidikan Pemilih yang
dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus
untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat. Pada rumah
pintar ini, satu sisi berbagai program Pendidikan Pemilih dan pada sisi lain ia menjadi
wadah bagi komunitas penggiat pemilu membangun Gerakan. Rumah Pintar Pemilu
(RPP) merupakan sebuah wadah baru yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) untuk mendekatkan KPU kepada semua tingkatan dengan seluruh stakeholder
Pemilu dan Masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya (komisi pemilihan umum, n.d.).

Pada konsep yang lebih luas, konsep Rumah Pintar Pemilu dapat di fungsikan
menjadi semacam Museum Pemilu bagi para calon Pemilih terutama bagi Pemilih
Pemilu, Kaum Perempuan, Kaum Marginal dan Kaum Disabilitas yang ada di Kota
Palembang. Efektivitas dalam program RPP ini, tentunya sangat diperlukan agar
meningkatnya pengetahuan bagi pemilih (komisi pemilihan umum, n.d.).

Tujuan dibentuknya Rumah Pintar Pemilu adalah untuk meningkatkan
partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses
penyelenggaraan Pemilu. Adapun tujuan dibentuknya Rumah Pintar Pemilu ini
sebagaimana disampaikan oleh Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Palembang

(komisi pemilihan umum, n.d.).



Tabel 1
Daftar Hadir Pengunjung Rumah Pintar Pemilu
Pada Tahun 2021
8-12-2021 3 16 6
9-12-2021 15 5
10-12-2021 4 18 9
13-12-2021 9 20 5

Sumber : KPU Kota Palembang
Maka dari itu berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut penulis tertarik
untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “Strategi Komunikasi Politik KPU
Kota Palembang dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu” Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab
apatisme politik di kalangan masyarakat desa.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, merumuskan masalah
sebagai berikut:
Bagaimana Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang Dalam

Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu (RPP)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:



Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Komuniksi Politik Kpu Kota Palembang

Dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu (RPP).

D. Tinjauan Pustaka

Pertama penelitian yang ditulis oleh Milan Alfianni Zega, Indra Muda, Beby
Masitho & Agung Suharyanto dengan judul Jurnal “Pengaruh Program Rumah Pintar
Pemilu terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kota Medan” penelitian ini membahas mengenai sejauh mana pelayanan yang
diberikan oleh komisi pemilihan Kota Medan kepada masyarakat dengan adanya
program rumah pintar pemilu terhadap pengaruh partisipasi politik masyarakat kota
Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dengan hadirnya Rumah Pintar
Pemilu (RPP) di Kota Medan, diharapkan masyarakat bisa datang berkunjung sebagai
bentuk partisipasi dari masyarakat untuk menjawab rendahnya tingkat partisipasi
masyarakat (Zega et al., 2018).

Kedua penelitian yang di tulis oleh Nurhang dengan judul Skripsi “Strategi
Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada PILKADA Tahun 2018 Di
Kabupaten Pinrang” penelitian ini membahas mengenai KPU Kabupaten Pinrang
melakukan sosialisasi sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat menggunakan
teori agenda setting. Teori agenda setting terdapat dua level yang harus dipenuhi

(Marwata, 2020).



Ketiga penelitian yang di tulis oleh Luthfia Sari, Al Rafni dengan judul Jurnal
“Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih
(Studi pada Rumah Pintar Pemilu Di KPU Kota Pariaman)” penelitian ini membahas
mengenai beberapa permasalahan program Selama Rumah Pintar Pemilu ini berdiri
pada KPU Kota Pariaman sebagai sarana pendidikan pemilih. Pertama, belum
adanya masyarakat yang datang berkunjung ke RPP atas kemauan mereka sendiri
untuk mendapatkan edukasi tentang demokrasi dan pemilu (Sari & Rafni, 2020).

Keempat penelitian ini ditulis oleh Muhammad Nazmi dengan judul skripsi
“Strategi Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Dalam
Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Bantul Tahun 2020 penelitian ini membahas menegenai KPU Kabupaten
Bantul merupakan penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten yang berhasil
menduduki peringkat pertama dengan partisipasi tertinggi di DIY (Lovers, 2012).

Kelima penelitian ini ditulis oleh Yudha Aditya Pratama dengan judul skripsi
“Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Upaya Pendidikan Untuk
Pemilih” penelitian ini membahas mengenai Rumah Pintar Pemilu di Kota Batu
penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang terus menurun pada setiap
pelaksanaan pemilu di Kota Batu. Karena itu teori Implementasi menjadi hal yang
digunakan untuk meninjau sejauh mana implementasi program Rumah Pintar Pemilu
berjalan (Pratama, 2018).

Dari penelitian terdahulu diatas, memiliki persamaan dengan penelitian yang

akan peneliti lakukan yaitu mengenai Rumah Pintar Pemilu, sedangkan perbedaannya



yaitu mengenai objek dan tempat yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti yaitu fokus mengenai Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang
dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu.

E. Kerangka Teori

1. Strategi
Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau
tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu
yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis
atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut (Wahyudi, 1996).
2. Komunikasi Politik
Rush dan Althoff (1997) mendefinisikan komunikasi politik sebagai
proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian
system politik ke bagian lainnya, dan diantara sistem sosial dengan sistem
politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang di arahkan kepada
pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang di bahas oleh kegiatan
komuniksai ini dapat mengikat semua warganya dengan sanksi yang ditentukan

bersama melalui lembaga politik (rush, 2021).

3. Pendidikan Politik
Menurut Khan (2010:1) mendefinisikan Pendidikan Politik Dalam
konsep pendidikan politik terdapat dua konsep pokok, yaitu pendidikan dan

politik, karenanya sebelum di kolaborasikan pengertian pendidikan politik,
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perlu di jelaskan makna pendidikan dan arti politik. Secara etimologis,
pendidikan berasal dari kata latin, educare yang berarti melatih. Dalam
lapangan pertanian, dikenal kata educare, yang berarti menyuburkan atau
mengolah tanah agar menjadi subur. Dalam arti demeikian, pendidikan adalah
proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan
menata, dan mengarahkan (Agustin, 2019).

Komisi Pemilihan Umum

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa
Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal
ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota.
Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara
pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU
Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan
pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)).

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen.
Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh
pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain
yang bersifat independen antaralain seperti Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi
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Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.(richard oliver ( dalam

Zeithml., 2021).

5. Rumah Pintar Pemilu
Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang
dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan
khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat.
Pada rumah pintar pemilu ini, satu sisi berbagai program pendidikan pemilih
dilakukan, dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat

pemilu membangun gerakan (komisi pemilihan umum, n.d.).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat
Kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan tidak dalam satu format angka-angka
malainkan diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan
catatan memo. Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
didasarkan pada asumsi bahwa penelitian bermaksud untuk mendapatkan
keterangan atau gambar secara aktual dan faktual terhadap gejala sosial, dalam arti
bahwa penelitian ingin memusatkan pada pemecahan masalah yang terjadi pada
masa sekarang, yaitu memperoleh gambaran nyata mengenai Strategi Komunikasi

Politik KPU Kota Palembang Dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu (RPP)
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2. Data dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder.

a. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil dari lapangan yang diperoleh dari hasil
wawancara untuk mecari informasi tentang strategi komunikasi politik KPU
Kota Palembang dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung
melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh instansi terkait). Data
sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi
data primer. Tambahan yang dimaksud berupa dokumen atau arsip yang
didapatkan dari berbagai sumber, foto sebagai pendukung terkait dengan
masalah strategi komunikasi politik KPU Kota Palembang dalam

pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dan informasi sebagai bahan melakukan
penelitian terhadap bagaimana Strategi Komunikasi Politik KPU Kota
Palembang Dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Oleh karena itu

untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan tiga teknik
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pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penjelasan lebih
lanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan menanyakan secara
langsung terkait apa yang menjadi sumber peneliti yang diperoleh dari
lapangan. Peneliti mewawancarai Ibu Hj. Triananda Rindha A, SH selaku
Ketua Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kota Palembang.

2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui informasi
dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar serta keterangan
yang mendapat dukungan dari hasil penelitian yang di peroleh.

4. Lokasi Penelitian

Rumah Pintar Pemilu merupakan salah satu program KPU RI yang
diberikan kepada beberapa KPU Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia, KPU
Kota Palembang merupakan tuan rumah dari Rumah Pintar Pemilu yang ada di
Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini dilakukan di
Kantor KPU Kota Palembang untuk memahami strategi komunikasi politik KPU

Kota Palembang dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu.

5. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data dengan
tujuan memperoleh output yang diinginkan dari proses penelitian. Kemudian
dilakukan penyajian data, di mana data yang telah terkumpul dikelola dan

disusun secara sistematis menjadi bagian-bagian penting yang berbentuk teks
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naratif. Selama proses analisis data, data yang terkumpul akan diolah dan
dianalisis untuk dapat menghasilkan kesimpulan sebagai hasil penelitian

(Falabiba, 2019).

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan penjanabaran rencana penulisan supaya
lebih mempermudah dan terarah dalam penulisan ini. Agar mendapatkan gambaran
yang jelas, maka penulis membagi penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa
bab. Adapan susunan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB | : Pendahuluan

Pada Bab ini akan menguraikan pendahuluan yang merupakan penjelasan singkat
mengenai isi keseluruhan dari penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini meliputi
tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
BAB Il : Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori, penelitian relavan kerangka pikir dan
hipotesis penelitian.

BAB IlI : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Rumah Pintar
Pemilu di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang meliputi
sejarah KPU Kota Palembang, sejarah Rumah Pintar Pemilu, dan struktur KPU

Kota Palembang.
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BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil dari penelitian, pada bab ini dijelaskan jawaban dari rumusan masalah yaitu
membahas mengenai Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang dalam
Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan penutup dari permasalahan peneliti mengenai, Strategi
Komunikasi Politik KPU Kota Palembang dalam Pemberdayaan Rumah Pintar

Pemilu pada bab ini terdiri dari simpulan dan saran dari peneliti.



BAB 11
KAJIAN TEORI

A. Strategi
1. Definisi Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani “strategos”, yang berarti Jenderal.
Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini
mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak
organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan,
penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal,
perumusan kebijakkan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan
implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi
akan tercapai. Starategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan
penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu tersebut (Antonio,
2001).

Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau
tujuan kebijakan serta rencana. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi
tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai
dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisein dalam
pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif

(Wahyudi, 1996).

16
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Strategi politik perlu dilakukan oleh para kontestan untuk dapat
memenangkan pilkada, para kontestan perlu melakukan kajian untuk
mengidentifikasi besaran pendukungnya, massa mengambang dan pendukung

kontestan lainnya (Antonio, 2001).

B. Komunikasi Politik
1. Definisi Komunikasi Politik

Komunikasi Politik Menurut Nimmo, Komunikasi politik adalah
kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan
konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur
perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Komunikasi Politik
adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik,
atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.
Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik
bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai
komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah” (Nimmao, 1989).

Menurut McNair, Komunikasi politik bukan hanya sebagai komunikasi
dari aktor politik kepada pemilih dengan maksud untuk mencapai tujuan
tertentu, tetapi juga komunikasi yang ditujukan kepada para politisi oleh
pemilih dan kolumnis surat kabar, serta komunikasi tentang aktor politik dan
aktivitas mereka, sebagaimana terdapat pada berita, editorial, dan bentuk

diskusi politik media lainnya (McNair, 2003).
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Mengenai  komunikasi  politik ini  (political communication)
Kantaprawira, memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan
pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan,
institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor
kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau
upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya
segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide
dan kebijakan (policy) harus ada yang menyampaikan dan ada yang
menerimanya, proses tersebut adalahproses komunikasi (Ardial, 2010).

Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik adalah
upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau
ideology tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan,
dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideologi tersebut dapat
diwujudkan. Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah
menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu
berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilainilai dan tujuan itu
sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya
merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikai politik bertujuan
menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan
masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu (Ardial, 2010).

Seperti yang pernah dikemukakan oleh banyak ahli, terutama Harold D

Laswell dengan formula ”Who says what, in which channel, to whom, with what
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effect”, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber
komunikasi kepada penerima, yang berlangsung bisa menggunakan saluran
(medium) maupun secara bertatap muka. Umpan balik sebagai balikan atas
pesan yang telah diterima oleh penerima dalam proses komunikasi tersebut
sangat berguna untuk menilai bagaimana akibat yang terjadi dari proses
komunikasi. Komponen-komponen komunikasi tersebut merupakan basis bagi
terjadinya proses komunikasi politik dalam suatu masyarakat. Untuk
memperjelas pemahaman berikutnya tentang komunikasi politik, Alwi Dahlan
mengemukakan bahwa, sebagai bidang kajian ilmu, komunikasi politik
merupakan bidag atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikai
yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap
perilaku politik (Dahlan, 1990).

Berbasis pada formulasi komunikasi demikian saja menurut Fagen
nampaknya terlalu sederhana, karena alur yang komunikasi politik berjalan satu
arah (linier) dari sumber komunikasi sebagai pemrakarsa kepada orang lain
sebagai penerimanya. Namun demikian agar memenuhi tujuan, rumusan
tersebut perlu dimodifikasi. Tanpa ada teori politik umum yang didasarkan pada
komunikasi, akan muncul kesulitan bagi “suatu pendekatan untuk studi politik™,
suatu pendekatan di mana komunikasi sebagai suatu proses menjadi inti
pemahaman, sehingga secara hipotetik nampak berkembang. Fagen menambah
usulan bahwa untuk kepentingan penelitian terdapat 3 hal yang penting:

a. Komunikasi sebagai proses mengisi politik sebagai suatu kegiatan.
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b. Apabila hal-hal itu tidak jelas benar, maka dapat digambarkan beberapa
aspek kehidupan politik sesuai tipe-tipe komunikasi.

c. Karena proses komunikasi memiliki kemampuan mengisi dan elastis dari
perbendaharaan konsep ilmu politik, maka ada suatu literatur yang mungkin
relevan bagi studi politik dan komunikasi.

Sebagai tambahan Kaid mengemukakan tak satupun konsep tentang
komunikasi politik bisa diterima secara luas, tetapi kecuali apa yang
disampaikan Chaffe yang secara sederhana menyampaikan bahwa komunikasi
politik adalah “peranan komunikasi dalam proses politik™.

Berkaitan dengan peran komunikasi dalam proses politik itu
menjelaskan dengan gamblang menggunakan contoh: setelah menerima
informasi dari berbagai pihak, mereka yang bertugas melaksanakan fungsi
legislatif membuat UU yang dianggap perlu dan relevan, yang kemudian
dikomunikasikan kepada yang berwenang (eksekutif dengan aparatnya) untuk
melaksanakannya. Proses pelaksanaannya dikomunikasikan kepada
masyarakat dan dinilai oleh masyarakat, penilaian itu kemudian
dikomunikasikan lagi. Dalam seluruh proses komunikasi politik ini media
massa, baik cetak maupun elektronika, memainkan peranan penting, di amping
bentuk-bentuk komunikasi lain seperti bertatap muka, surat-menyurat, media

tradisional, keluarga, organisasi, pergaulan (Alfian, 1990).



21

C. Pendidikan Politik
1. Definisi Pendidikan Politik

Definisi Pendidikan Politik Dalam konsep pendidikan politik terdapat
dua konsep pokok, yaitu Pendidikan dan Politik, karenanya sebelum di pahami
pengertian Pendidikan Politik, perlu di jelaskan makna Pendidikan dan arti
Politik. Secara etimologis, Pendidikan berasal dari kata latin, educare yang
berarti melatih. Dalam lapangan pertanian, dikenal kata educare, yang berarti
menyuburkan atau mengolah tanah agar menjadi subur. Dalam arti demikian,
Pendidikan adalah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan,
mendewasakan menata, dan mengarahkan (Agustin, 2019).

Khan (2010:1) mengartikan Pendidikan sebagai peroses pengembangan
berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang
dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkugannya. Pendidikan memiliki
kaitan erat dengan politik, bahkan bisa dikatakan tidak ada Pendidikan tanpa
arahan Politik. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting
dalam membentuk prilaku politik masyarakat disuatu negara. Begitu pula
sebaliknya lembaga-lembaga dan proses politik membawa dampak pada
karakteristik pendidikan disuatu negara. Hubungan pendidikan dengan politik
bersifat empiris, berlangsung lama sejak awal perkembangan peradaban
manusia. Plato misalnya, melihat sekolah sebagai salah satu aspek kehidupan

yang terkait dengan lembaga-lembaga politik.
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Pendidikan politik bukan penggabungan kata pendidikan dan politik.
Makna pendidikan politik lebih luas dari itu. Pendidikan politik merupakan
bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina
kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai peribadi yang
bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan
kedudukannya sebagai warga negara itu sendiri. Adapun juga
mengaktualisasikan diri dapat di tafsirkan sebagai mengaktuallisasikan bakat
dan kemampuan, sehingga peribadi individu bisa berkembang dan menjadi
lebih aktif dan kreatif untuk berkarya demi bangsa dan negaranya (Agustin,
2019).

2. Faktor — Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Politik

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan politik Pendidikan
politik sangat berpengaruh terhadap individu seseorang, maupun lingkungan
sosial. Bagaimanapun sebagai warga negara yg baik kita di tuntut agar peka
terhadap persoalan-persoalan bangsa, oleh shebab itu pendidikan politik akan
bisa menuntut masyarakat, agar masyarakat lebih aktif serta menumbuhkan
minat yang tinggi untuk ikut berpartisipasi pada kontestasi-kointestasi politik.
Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan politik menurut

(Agustin, 2019).
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A. Faktor individu

Apatisme dan sinisme politik, yang cenderung menjadi sikap
putus asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai edukatif
dan gerakan-gerakan politik yang dianggap palsu dan menina-
bobokan belaka.

Rendahnya latar belakang pendidikan, yang kebanyakan rakyat
belum memahami kompleksitas social dan politik disekitar

dirinya.

B. Faktor Lingkungan

Money Politic, sebagaimana pendidikan politik bisa
menghindari masyarakat dari politik uang, sehingga bisa
berperan dan berpartisipasi secara proposional menurut hati
nurani setiap individu dalam memilih kontestan politik dalam
kontestasi politik.

Kampanye hitam ( Black Campigne), bagaimana pendidikan
politik bisa meminimalisir keikut sertaan masyarakat akan hal-
hal negatif pada 25 kontestasi politik seperti kampanye hitam,
yang dimana bisa merusak moral dan etika dari politik itu

sendiri.
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D. Komisi Pemilihan Umum

1.

Definisi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang
menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Pemilihan Umum yang
diselenggarakan olen Komisi Pemilihan Umum meliputi Pemilihan Umum
Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada awal
dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota
yang merupakan Anggota Partai Politik dan elemen Pemerintah. Akan tetapi,
pada Tahun 2000, setelah dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 4
Tahun 2000, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota
non partai politik (Maharani, 2022)

Secara institusional komisi pemilihan umum (KPU) periode (2007-
2012) merupakan komisi pemilihan umum ketiga yang dibentuk setelah pemilu
deokratis sejak era reformasi 1998. Untuk pertama kalinya, komisi pemilihan
umum dibentuk pada 1999. Komisi pemilihan umum yang pertama memiliki
masa jabatan periode 1999-2001 (Pemerintahan & Politik, 2020).
Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,
tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU memiliki posisi
yang strategis, memiliki alas hukum yang kuat dan memiliki kesan bargaining

positition dan bargaining power sebagai suatu komisi yang garang. Perawakan
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KPU yang demikian tercemin dari sifat yang dimilikinya, yaitu bersifat
nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 E ayat (5)
Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Sebagai komisi yang bersifat
nasional, KPU berkediaman di seluruh wilayah Indonesia dengan KPU Pusat
yang berada di Ibukota DKI Jakarta dan KPU Daerah di setiap provinsi dan
kabupaten/ kota yang sifatnya hierarki. Hal ini sebagaimana yang termaktub
dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilu, bahwa wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelengara Pemilihan Umum, n.d.).
Sementara sifat KPU yang tetap, menunjukkan bahwa keberadaan KPU
yang kuat dan berkepastian hukum, serta mempunyai tugas dan fungsi yang
penting yang jelas dalam keberlangsungan berpolitik maupun bernegara.
Sehingga tugas dan fungsi KPU bukanlah serta merta hilang setelah pesta
demokrasi selesai, namun tugas dan fungsi KPU berkesinambungan karena
agenda pesta demokrasi berlangsung dalam jangka waktu yang telah
ditentukan. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pemilu, dengan tegas pula menyatakan bahwa KPU
menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Selanjutnya, KPU yang
bersifat mandiri dimaknai bahwa, KPU tidak dapat dengan serta-merta
dibubarkan layaknya komisi ad hoc, karena langsung amanat dari UUD 1945

(Airliman, 2019).
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Menurut Pan Mohamad Faiz sebagaimana dikutip Burhanuddin Jafar
Salam, berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen, penyelenggaraan Pemilu
dilaksanakan oleh KPU dalam upaya realisasi atas negara hukum yang
berkedaulatan rakyat. Namun, dalam bidang penyelenggaraan Pemilu tidak
serta merta mampu mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara yang
demokratis, justru Indonesia menjadi negara yang dilematis. Setidaknya
ketentuan mengenai penyelenggara Pemilu perlu dilakukan suatu pelembagaan
secara intensif terhadap KPU sebagai penyelenggara Pemilu dalam upaya
pelaksanaan kedaulatan rakyat (Salam, 2017).

Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali dalam sistem
hukum di Indonesia merupakan perwujudan dari demokrasi. Penyelenggaraan
Pemilu tidak pernah bisa terlepas dari warga negara, karena hal itu merupakan
hak konstitusional warga negara, baik untuk memilih maupun dipilih. Lebih
lanjut, Pemilu diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di
muka hukum (equality before the law) dan kesempatan yang sama dalam
pemerintahan (equal opportunity principle) (Salam, 2017).

Kelembagaan KPU berdasarkan ajaran organ negara merupakan
auxilary state organ atau lembaga negara bantu, yang mana sebagai lembaga
yang memenuhi dan menjadi pelengkap atas organ negara utama. Implikasinya
seolah menjadi lembaga inferior yang kedudukannya di bawah main state
organ. Upaya untuk mewujudkan independensi KPU dapat dilakukan dengan

cara menyetarakan posisi KPU dengan lembaga negara utama, atau dengan kata
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lain keberadaan KPU ditingkatkan menjadi lembaga negara utama dalam sistem
ketatanegaraan di Indonesia. Dengan keberadaan KPU sebagai lembaga negara
utama (main state organ), maka KPU akan menjadi lebih independen dan bebas
atas campur tangan lembaga negara lain terhadap penyelenggaraan demokrasi.
Implikasinya, profesionalitas KPU akan tetap terjaga dan terdapat jaminan atas

kredibilitas hasil Pemilu (Salam, 2017).

. Rumah Pintar Pemilu

1. Definisi Rumah Pintar Pemilu

Rumah Pintar Pemilu merupakan konsep pendidikan pemilih yang
dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan
khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat.
Pada RPP, di satu sisi digunakan untuk melaksanakan berbagai program
pendidikan pemilih, dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas
pegiat Pemilu membangun Gerakan (komisi pemilihan umum, n.d.).

Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman,
kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan demokrasi
dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pamer, ruang
simulasi dan ruang diskusi. Pada fungsi yang lebih luas, konsep RPP dapat
difungsikan menjadi semacam museum Pemilu (komisi pemilihan umum, n.d.).

Konsep RPP menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan

masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-
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nilai demokrasi dan kepemiluan. Materi edukasi yang disajikan dalam RPP
harus memuat sarana untuk memperkenalkan, memahamkan, menanamkan
kesadaran dan menginspirasi masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai
demokrasi. Dalam RPP, paling tidak terdapat empat klasifikasi ruangan yang
memiliki fungsi penayangan audio visual, ruang pamer, ruang simulasi dan
ruang diskusi. Keempat fungsi ruang itu tidak menjadi syarat mutlak, namun
dapat dipadatkan menjadi satu, mempertimbangkan daya dukung dan
ketersediaan sarana-prasarana di masing-masing daerah (komisi pemilihan
umum, n.d.).
Tujuan Rumah Pintar Pemilu
Secara umum :
a. Meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas, maupun kuantitas
dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.

b. Menjadi pusat informasi kepemiluan.
Secara khusus:

Mengedukasi masyarakat akan pentingnya Pemilu dan demokrasi
dengan cara:
a. Memperkenalkan nilai-nilai dasar Pemilu dan demokrasi (pra pemilih).
b. Meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen).
c. Menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen).

Manajemen Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
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Sebagai sebuah institusi pendidikan pemilih, RPP wajib menghadirkan
program-program yang berkesinambungan (sustainability), seperti kunjungan
(audiensi) atau membuat kelas Pemilu yang pesertanya berasal dari kampus
(perguruan tinggi), sekolah, kelompok masyarakat, komunitas, LSM, OMS,
atau civil society yang terdapat di daerah setempat, yang mencerminkan
segmen-segmen pemilih, yakni segmen perempuan, marginal/ pinggiran,
keagamaan, disabilitas, pemula dan pra pemilih. Petugas pengelola RPP dapat
membuat program kunjungan dengan cara mendatangkan kelompok-kelompok
tersebut melalui surat undangan diskusi/ workshop/ FGD/ seminar, dsb (komisi
pemilihan umum, n.d.).

Petugas juga dapat membuat program kunjungan melalui kegiatan di
luar RPP (mobile), seperti kelas Pemilu, diseminasi ke masyarakat/ komunitas/
civil society atau terhadap segmen-segmen pemilih yang terdapat di daerah
setempat. Program-program tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan
dengan intensitas yang terukur. Pengelolaan RPP melekat pada Bagian Hukum,
Teknis dan Hupmas di KPU Provinsi; dan pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas
di KPU Kabupaten/ Kota. Seluruh Tim Kerja RPP memiliki fungsi, tugas dan
tanggung jawab yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan RPP,
termasuk guide, administrasi dan teknisi/ operator (komisi pemilihan umum,

n.d.).



BAB Il1
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI

A. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang
menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Pemilihan Umum yang
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum meliputi Pemilihan Umum Anggota
DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada awal dibentuknya, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan Anggota Partai
Politik dan elemen Pemerintah. Akan tetapi, pada Tahun 2000, setelah dikeluarkannya
Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000, Komisi Pemilihan Umum harus

beranggotakan anggota-anggota non partai politik (Maharani, 2022).

KPU vyang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak
era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16
Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik.
KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan
Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM.

KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11

April 2001.
KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan ketetapan Presiden No 101/P/2007

yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi,
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akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul Bahri
yang tidak dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, gambaran KPU harus
diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi
pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil
tersebut merupakan faktor penting bagi terpilinnya wakil rakyat yang lebih berkualitas,
dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral
sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga
membuat KPU lebih dapat dipercaya di mata masyarakat karena didukung oleh
personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul
pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan
umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu,
KPU dituntut independen dan non-partisan.

Oleh karena itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah
mensahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.
Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-
undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang

Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat
nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan
tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat
mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari
pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya
diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam
1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu,
komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung
sejak pengucapan sumpah/janiji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian
hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan;

proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.
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Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi
calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu
Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13
ayat (3) Undang-undang NO 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim
Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang
pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270
orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang
lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam
jejak yang diumumkan pada tanggal 31 Juli 2007.

B. Visi Dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
1. Visi
Menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas
untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Misi

a. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien,
transparan, akuntabel, serta fleksibel;

b. Meningkatkan integritas, kemandirian kompetensi sebagai upaya
menciptakan personalisme penyelenggaraan pemilu yang mengukuhkan

code of conduct penyelenggara pemilu;
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c. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum,
progresif, dan partisipatif;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk seluruh
pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu; melalui
sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pemilu.
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Adapun beberapa tujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut:
1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas kompetensi, kredibilitas,
dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable; dan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan
demokrasi di Indonesia.
D. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang (KPU)
Struktur organisasi merupakan sistem yang digunakan untuk mendefinisikan
hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi
dapat beroperasi, dan membantu dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa

depan. Komisi pemilihan umum atau disingkat KPU Kota Palembang merupakan salah
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satu instansi yang mempunyai struktur organisasi, beranggotaan lima orang yang
terpilih untuk masa periode 2019-2024 yang terdiri dari :

Gambar 1 Struktur Komisioner KPU Kota Palembang

Periode 2019-2024

KETUA
SYAWALUDIN,S.H.i

Divisi Keuangan, Umum, Logistik
dan Rumah Tangga

|

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
KURNIAWAN, S.Pd MUNNAWWAROH, MUHAMMAD JONI, KURNIAWAN, S.E, M.M
o S.Sos, M.E S,E, M.Si
Divisi Hukum dan Divisi sosialisasi,
Pengawasan Divisi Perencanaan, Data Divisi Teknis Pendidikan pemilih,
dan Informasi Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dan
SDM

E. Sejarah Rumah Pintar Pemilu

Pada Tahun 2015 KPU melakukan perintisan terhadap Rumah Pintar Pemilu secara
terbatas kepada 9 KPU Provinsi dan 18 KPU Kabupaten/Kota dengan menjadikan
kegiatan ini sebagai pilot project. Pertama kemudian pada Tahun 2016 KPU
melaksanakan penambahan program Rumah Pintar Pemilu hanya untuk 10 KPU
provinsi. Hingga pada akhirnya, pada Tahun 2017 KPU melakukan pembentukan
Rumah Pintar Pemilu pada 15 KPU Provinsi dan 273 KPU Kabupaten/Kota dan pada
Januari 2020 RPP telah terbentuk di 34 KPU Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Dasar

hukum yang digunakan dalam pembentukan program RPP mengacu pada UU No 11
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Tahun 2015 dan secara khusus merujuk pada PKPU No. 5 Tahun 2015 tentang
Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada PKPU
No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditegaskan kembali bahwa pendidikan
pemilih dapat dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilu.

Pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 KPU Kota Palembang melangsungkan
peresmian Rumah Pintar Pemilu yang diketuai oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU RI, Ilham Saputra di Kota Palembang. Ilham Saputra mengatakan adanya RPP di
tiap KPU Kota/Kabupaten merupakan hal sangat penting. Rumah Pintar Pemilu bisa
menjadi wahana edukasi bagi semua komponen untuk berpartisipasi dalam
pemilihan.baik untuk belajar maupun mendalami informasi dan data kepemiluan, di
tingkat daerah maupun nasional.

Rumah Pintar Pemilu atau yang disingkat RPP merupakan konsep pendidikan
pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan
khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat. Pada
RPP, di satu sisi digunakan untuk melaksanakan berbagai program pendidikan pemilih,
dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat Pemilu membangun

gerakan.
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F. Tata Ruangan Rumah Pintar Pemilu (RPP)
1. Kebutuhan Ruang

a. Audio Visual Ruang untuk pemutaran film-film kepemiluan dan
dokumentasi program kegiatan kepemiluan. Pada ruang audio visual
tersedia layar, sound-sistem, tata cahaya, kursi penonton, projector,
perangkat pemutaran film, tenaga teknisi.

b. Ruang Pameran (Display Alat Peraga Pemilu) Yaitu ruang untuk
menampilkan bahan atau alat peraga Pemilu, seperti:

a) Maket atau Diorama Maket atau diorama dalam Rumah Pintar Pemilu
merupakan bentuk visualisasi tiga dimensi yang menceritakan tentang
proses atau peristiwa kepemiluan dan demokrasi, antara lain seperti
proses pemungutan suara, denah TPS, peristiwa yang dianggap
memiliki nilai sejarah terkait kepemiluan setempat, dan sebagainya.

b) Papan Informasi Dinding Papan informasi ini dapat berbentuk digital
maupun papan statis yang menampilkan bahan atau alat peraga Pemilu.
Seperti contoh surat suara, formulir yang digunakan dalam Pemilu, dan
sebagainya.

c. Ruang Simulasi Ruang ini berisi alat-alat peraga yang dipergunakan dalam
simulasi, antara lain simulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara,
penghitungan alokasi perolehan kursi, dsb.

d. Ruang Diskusi Ruang ini dirancang untuk melakukan audiensi atau

pertemuan/diskusi/workshop/seminar/FGD tentang Pemilu dan Demokrasi.
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KPU dapat mengundang/memfasilitasi para pegiat pemilu atau kelompok

peduli pemilu/masyarakat umum dari berbagai segmen, yang akan

melahirkan banyak ide/gagasan/evaluasi untuk perbaikan proses pemilu

dan demokrasi.

G. Alur Tata Ruang dan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu

Gambar 1.1 Alur Tata Ruang dan Kunjungan RPP
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H. Bentuk Pelayanan Rumah Pintar Pemilu (RPP)

Untuk mendukung keberadaan Rumah Pintar Pemilu, dilakukan beberapa

program/strategi dalam bentuk:
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Kegiatan Publikasi

Rumah Pintar Pemilu dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik,
media sosial, maupun media luar ruangan.

Invitasi Publik

KPU dapat mengundang berbagai elemen masyarakat seperti institusi
pendidikan, komunitas, organisasi yang mewakili segmentasi dalam
masyarakat.

Kalender Event

Rumah Pintar Pemilu membuat berbagai kegiatan untuk menarik pengunjung
dengan memanfaatkan momentum atau hari peringatan tertentu.

Diskusi komunitas

Rumah Pintar Pemilu dapat menjadi wadah bagi komunitas peduli Pemilu

untuk melakukan diskusi terkait isu-isu kepemiluan dan demokrasi.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil yang didapatkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yaitu
“Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang Dalam Pemberdayaan Rumah
Pintar Pemilu” dengan mewawancarai Ibu Hj. Triananda Rindha A, SH selaku Ketua
Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kota Palembang.

Pemahaman dalam konteks program Rumah Pintar Pemilu adalah bagaimana
Strategi Komunikasi Politik KPU Kota Palembang sebagai penyelenggara mengetahui
dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran dari program ini. Adapun
harapannya setelah memahami mengenai program Rumah Pintar Pemilu agar
pelaksanaannya dilakukan sebagaimana mestinya guna mencapai tujuan dari program
Rumah Pintar Pemilu. Apabila penyelenggara sudah memahami mengenai program
tersebut maka harus tercapai sebuah tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan
sebelumnya.

Dalam hal ini KPU Kota Palembang memahami perannya sebagai penyelenggara
program Rumah Pintar Pemilu, sesuai dengan pernyataan dari lbu Hj. Triananda
Rindha A, SH selaku Ketua Sub Bagian Hukum dan SDM dengan pertanyaan hal yang
melatar belakangi KPU Kota Palembang dalam mengembangkan Rumah Pintar

Pemilu.

40
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Hal yang melatar belakangi dari KPU Kota Palembang membentuk Rumah Pintar
Pemilu ini adalah KPU Kota Palembang memandang pendidikan pemilih itu tidak
hanya dilakukan pada saat KPU sedang dalam tahapan Pemilu. Artinya, diluar tahapan
pun, KPU sebagai penyelenggara Pemilu mempunyai kewajiban untuk melakukan
kegiatan, diantaranya adalah melakukan pendidikan terhadap pemilih. Rumah Pintar
Pemilu adalah salah satu bagian kreasi dari KPU untuk memberikan semacam ruang
yang iconic untuk bisa menjadi semacam tempat untuk masyarakat ataupun KPU Kota
Palembang sendiri agar bisa memberikan pendidikan terhadap pemilih dengan lebih
baik. Di dalam Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Palembang konsepsikan juga bahwa
Rumah Pintar Pemilu bisa menjadi semacam laboratorium Pemilu untuk masyarakat
luas untuk mendapatkan akses informasi ataupun juga pengetahuan-pengetahuan yang
lain terkait dengan kepemiluan di KPU Kota Palembang (wawancara Triananda,
tanggal 5 januari 2024).

Tujuan dibentuknya Rumah Pintar Pemilu adalah untuk meningkatkan partisipasi
pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan
Pemilu. Adapun tujuan dibentuknya Rumah Pintar Pemilu ini sebagaimana
disampaikan oleh Ibu Hj. Triananda Rindha A, SH selaku Ketua Sub Bagian Hukum
dan SDM KPU Kota Palembang:

Penyelenggaraan pemilihan umum setiap periode tentu KPU Kota Palembang
mempunyai keinginan dan kehendak bahwa kualitas demokrasi KPU Kota Palembang

semakin hari semakin baik dan meningkat. KPU Kota Palembang berharap dengan
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berdirinya Rumah Pintar Pemilu KPU bisa melakukan langkah-langkah meningkatkan
kualitas Pemilu. Kualitas Pemilu bukan hanya sekedar dari teknis penyelenggaraannya
saja yang sesuai dengan aturan-aturan kepemiluan, tetapi secara esensi KPU Kota
Palembang ingin kualitas demokrasi meningkat, bukan hanya dari sisi kuantitatif yang
dapat KPU ukur dari angka partisipasi pemilih pada saat hadir di TPS, tetapi juga
kualitas demokrasinya terukur secara kualitatif bagaimana masyarakat memilih calon
bukan hanya sekedar misalnya, faktor-faktor yang hari ini dihadirkan di masyarakat,
tetapi menentukan pilihan betul-betul karena pemilih mengetahui visi dan misi calon
yang dipilihnya, atau punya alasan-alasan yang rasional yang memiliki dampak
manfaat yang besar ketika para pemilih menggunakan hak pilihnya dalam memilih
calon tersebut dan percaya bahwa calon yang dipilih memiliki kualitas bagus yang
memumpuni sebagai wakil masyarakat, untuk menjadi dasar seorang pemilih
menentukan pilihannya saat di TPS, sehingga kualitas demokrasinya dapat meningkat
karena pemilihnya memiliki dasar yang kuat dan rasional, bukan didasarkan pada
faktor-faktor misalnya material atau kebendaan atau sudah diberikan perhatian khusus
oleh para calon (wawancara Trianandha, tanggal 5 januari 2024).

Jawaban tersebut menjelaskan bahwa KPU Kota Palembang menginginkan agar
pembentukan Rumah Pintar Pemilu dapat dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat
luas untuk mendapatkan akses informasi maupun pengetahuan-pengetahuan lain yang
berkaitan dengan kepemiluan di luar tahapan Pemilu. Untuk pertanyaan selanjutnya

bagaimana konsep dari Rumah Pintar Pemilu itu sendiri.
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Rumah Pintar Pemilu merupakan konsep dari KPU RI, semua KPU di seluruh
Indonesia harapannya membuat Rumah Pintar Pemilu. Harapan dari Rumah Pintar
Pemilu memanfaatkan ruang-ruang yang ada di KPU kabupaten/Kota untuk dijadikan
tempat pendidikan termasuk juga untuk simulasi dan lain sebagainya. Rumah Pintar
Pemilu sebenarnya latar belakang yang diharapkan oleh KPU RI. menurut KPU Kota
Palembang Rumah Pintar Pemilu bukan hanya pemilih pemula tapi seluruh masyarakat
Kota Palembang yang ingin mengetahui tentang kepemiluan dan demokrasi. Harapan
dari terbentuknya Rumah Pintar Pemilu adalah meningkatkan partisipasi pemilih baik
secara kuantitas maupun kualitas dalam seluruh proses tahapan tentang pemilu,
menjadi pusat informasi kepemiluan. Kemudian secara khusus bisa melakukan edukasi
kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Dengan adanya Rumah
Pintar Pemilu ini, paling tidak bisa meningkatkan pemahaman masyarakat terkait
tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Termasuk nilai-nilai pemilu dan demokrasi
dan sebagainya (wawancara Triananda, tanggal 5 januari 2024).

Jawaban tersebut menjelaskan bahwa konsep dari Rumah Pintar Pemilu ini
sendiri merupakan konsep dari KPU RI sebagai pemanfaatan ruang yang ada. Adapun
sasaran yang di tuju oleh Rumah Pintar Pemilu dalam memberikan pendidikan politik
ialah seluruh lapisan masyarakat secara umum. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada
sasaran khusus yang di tuju oleh KPU-KPU di beberapa daerah termasuk KPU Kota
Palembang.

Sasaran Rumah Pintar Pemilu di Kota Palembang ini, diprioritaskan kepada

pemilih pemula (Siswa SMA, SMK, MA atau sederajat lainnya yang sudah berumur
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17 tahun, yaitu kisaran kelas 11-12 SMA, SMK, atau sederajat lainnya), kelompok
marginal (pedagang kaki lima, tukang becak, pengamen) dan pemilih perempuan.
Meskipun terdapat beberapa sasaran-sasaran utama yang dituju oleh KPU Kota
Palembang, akan tetapi pada umumnya, Rumah Pintar Pemilu ini ditujukan kepada
masyarakat umum. Sehingga dengan adanya Rumah Pintar Pemilu diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat umum dalam hal memberikan pengetahuan
tentang pendidikan politik maupun pendidikan kepemiluan. Jadi, Rumah Pintar Pemilu
ini merupakan pendidikan pemilih, maka dari itu kelompok yang menjadi penting
dalam pendidikan pemilu, melalui Rumah Pintar Pemilu adalah pemilih pemula.
Pemilih pemula merupakan mereka yang umurnya 17-23. Jika diliat dari umurnya ini
umur 17 anak SMA kelas 3. Jika sampai umur 23 berarti bisa jadi Mahasiswa dan
pekerja muda. Namun disini sasarannya adalah lebih kepada mereka pemilih pemula
yang masih di bangku sekolah atau bisa disebut Pemilih Muda. Mengapa pemilih
pemula? Karena mereka baru pertama kali menggunakan hak suara mereka. Tapi dari
KPU RI sendiri sebenarnya sasaran dari Rumah Pintar Pemilu ini seluruh masyarakat”
(wawancara Triananda, tanggal 5 januari 2024).

Jawaban tersebut menjelaskan bahwa Rumah Pintar Pemilu bertujuan untuk
memberikan pendidikan pemilih, dengan kelompok yang menjadi fokus utamanya
adalah pemilih pemula, yaitu mereka yang berusia 17-23 tahun. Meskipun KPU RI
sebenarnya memiliki sasaran untuk seluruh masyarakat, penekanan khusus diberikan
pada pemilih pemula untuk memberikan pemahaman dan motivasi terkait partisipasi

dalam pemilihan umum. Sebelum program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota
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Palembang siap untuk diaplikasikan secara nyata, maka terlebih dahulu dilakukan
proses persiapan dengan tujuan untuk membuat program berjalan dengan baik dan
dapat mencapai keberhasilan dalam proses implementasiannya.

Program Rumah Pintar Pemilu merupakan perintah langsung dari KPU RI.
Karena sebenarnya inovasi dari KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota diberi anggaran
untuk membuat program Rumah Pintar Pemilu. karena, program tersebut merupakan
program nasional. Baru setelahnya pihak dari KPU Kota Palembang memulai
pembentukan program Rumah Pintar Pemilu dengan menetapkan penempatan ruang
yang harus disediakan, Setelah itu KPU Kota Palemabng memilah barang-barang
prioritas yang sekiranya harus tersedia untuk awal-awal realisasi program Rumah
Pintar Pemilu, lalu memanfaatkan anggaran yang ada untuk menyediakan
perlengkapan yang dibutuhkan, lalu barulah KPU Kota Palembang mulai menata
ruangan, menyusun panel materi dan menambah materi lokal tentang pemilu. Setelah
semuanya selesai pihak dari KPU Kota Palembang mulai merencanakan launching
sebagai langkah awal mengenalkan program Rumah Pintar Pemilu ini kepada
masyarakat (wawancara triananda, tanggal 5 januari 2024).

Jawaban tersebut menjelaskan bahwa, dalam hal mempersiapkan program
Rumah Pintar Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang adalah dengan
melalui rapat koordinasi supaya dapat memanfaatkan anggaran yang sudah diberikan
dan bagaimana mengatur tata ruangan dan segala kebutuhan penunjang untuk

memberikan pendidikan kepada pemilih melalui program Rumah Pintar Pemilu.
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Sumber dana untuk mewujudkan Rumah Pintar Pemilu berdasarkan peraturan
dari negara melalui APBN yang ditujukan untuk KPU dan dari hibah APBD setempat.
Sebenarnya, pendidikan pemilih sudah dilakukan sebelum adanya Rumah Pintar
Pemilu melalui diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat. Namun, yang
namanya anggaran harus ada wujudnya. Maka dari itu dibuatlah Rumah Pintar Pemilu
(wawancara Triananda, tanggal 5 januari 2024).

Jawaban tersebut menjelaskan bahwa pendididkan pemilih sudah ada jauh
sebelum Rumah Pintar Pemilu di bangun. Namun, untuk memanfaatkan dana yang
sudah ada maka dari itu terbentuklah Rumah Pintar Pemilu. Suatu program sejatinya
tidak akan mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia,
keuangan dan sarana maupun prasarana yang memadai. Oleh sebab itu, program
Rumah Pintar Pemilu supaya berjalan dengan baik perlu adanya dukungan dari aspek
sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang
memadai.

Untuk pertanyaan selanjutnya penulis menanyakan, bagaimana KPU Kota
Palembang berkomunikasi dengan masyarakat untuk mempromosikan dan
mengenalkan konsep Rumah Pintar Pemilu kepada masyarakat. Apa saja media atau
saluran komunikasi yang digunakan.

KPU Kota Palembang mengaktifkan beberapa macam media sosial yang KPU
Kota Palembang punya mulai dari website, facebook, Instagram, youtube, dan twitter.

Disini KPU Kota Palembang semaksimal mungkin memanfaatkan media yang ada
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untuk menyampaikan berita-berita tentang kepemiluan (wawancara Triananda, tanggal
5 januari 2024) .

Jawaban tersebut menjelaskan bahwa strategi yang digunakan KPU Kota
Palembang untuk berkomunikasi adalah memanfaatkaan media sosial untuk
menginformasikan berbagai informasi, serta berbagai kegiatan terkai KPU Kota
Palembang. Selain itu, pihak KPU Kota Palembang juga mempunyai keyakinan bahwa
evaluasi yang dilakukan terutama implikasi terhadap iklim politik Kota Palembang
dalam peningkatan kualitas pemilih dengan adanya Rumah Pintar Pemilu ini, dirasakan
akan semakin baik.

Melalui kegiatan pendidikan pemilih, KPU Kota Palembang sangat yakin bahwa
kualitas Pemilu dan demokrasi di Kota Palembang ini akan semakin baik. Kenapa
demikian, karena dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, KPU Kota Palembang
mengukur banyak sekali elemen masyarakat dan juga teman-teman mahasiswa,
ataupun pelajar yang sudah kita edukasi, yang sudah kita berikan informasi terkait
dengan Pemilu dan juga demokrasi. KPU kota Palembang menyampaikan bagaimana
mereka harus menjadi pemilih yang cerdas, yang punya tanggung jawab untuk
bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu dan demokrasi, harus bersama-sama
memerangi money politik, memerangi hoaks, menanggulangi isu sara, black campain
dan juga musuh-musuh Pemilu yang lain. Tentu kegiatan yang sudah KPU Kota
Palembang lakukan di Rumah Pintar Pemilu, KPU kota Palembang yakin bahwa
kegiatan yang sudah KPU Kota Palembang lakukan akan sangat berimplikasi, akan

sangat berdampak terhadap upaya KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu untuk
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meningkatkan kualitas Pemilu dan juga demokrasi di Palembang (wawancara
Triananda, tanggal 5 januari 2024).

Jawaban tersebut dapat menjelaskan bahwa pihak dari KPU Kota Palembang
memiliki keyakinan yang sangat tinggi mengenai kualitas Pemilu dan Demokrasi di
Kota Palembang mengenai kegiatan yang sudah dilakukan akan sangat berimplikasi,
dan berdampak terhadap upaya penyelenggaraan Pemilu.

Dari beberapa penjelasan dan informasi yang telah di berikan oleh narasumber di
atas tentu saja bisa kita simpulkan bahwa KPU Kota Palembang telah berusaha dalam
memberdayakan Program Rumah Pintar Pemilu dengan sebaik mungkin. Dengan
memanfaatkan dana dan media yang ada KPU Kota Palembang juga telah berhasil
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada dalam konsep yang diberikan
KPU RI. Meskipun belum semua masyarakat yang pernah disosialiasi merasa antusias
dan mengetahui akan hadirnya Rumah Pintar Pemilu. Bahkan masih banyak
masyarakat umum yang tidak mengetahui akan adanya Rumah Pintar Pemilu.

B. Pembahasan

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan
umum di Indonesia. KPU memiliki tugas dan fungsi dalam pendidikan politik yang
diatur dalam Peraturan KPU Rl Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Serta Peraturan KPU

Rl Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi
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Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam rangka memberikan
pendidikan politik kepada masyarakat, KPU membentuk Rumah Pintar Pemilu sebagai
sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari
suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas

project edukasi masyarakat.

1. Strategi

Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau
tujuan kebijakan serta rencana. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi
tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai
dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisein dalam
pendanaandan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. (Wahyudi,
1996).

Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Palembang memiliki
sasaran pemilih dalam pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu seperti Pemilih
Pemula, kaum marginal, penyandang disabilitas, pemilih perempuan lain dan
sebagainya. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara Ibu Hj. Triananda Rindha
A, SH selaku Ketua Sub Bagian Hukum dan SDM dimana hasi wawancara
tersebut ibu triananda mengatakan bahwa, mereka memiliki pola sasaran dalam
pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu meskipun konsep yang diberikan oleh

KPU RI adalah seluruh masyarakat umum.
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2. Pendidikan Politik

Khan (2010:1) mengartikan Pendidikan sebagai peroses pengembangan
berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang
dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkugannya. Pendidikan memiliki
kaitan erat dengan politik, bahkan bisa dikatakan tidak ada Pendidikan tanpa
arahan Politik. Hubungan pendidikan dengan politik bersifat empiris,
berlangsung lama sejak awal perkembangan peradaban manusia. Plato
misalnya, melihat sekolah sebagai salah satu aspek kehidupan yang terkait

dengan lembaga-lembaga politik.

Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Palembang menginginkan agar
pembentukan Rumah Pintar Pemilu dapat dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat
luas untuk mendapatkan akses informasi maupun pengetahuan-pengetahuan lain yang
berkaitan dengan kepemiluan di luar tahapan Pemilu. pentingnya Pendidikan Politik
bagi para calon pemilih terutama bagi pemilih pemula hal ini di buktikan dari hasil
wawancara Ibu Hj. Triananda Rindha A, SH selaku Ketua Sub Bagian Hukum dan
SDM dimana hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa KPU Kota Palembang
memiliki keyakinan yang sangat tinggi mengenai kualitas Pemilu dan Demokrasi di
Kota Palembang mengenai kegiatan yang sudah dilakukan akan sangat berimplikasi,

dan berdampak terhadap upaya penyelenggaraan Pemilu.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian tentang Strategi Komunikasi Politik KPU Kota
Palembang dalam Pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu dapat disimpulkan bahwa:

KPU Kota Palembang memiliki strategi yang terfokus dalam pemberdayaan
Rumah Pintar Pemilu dengan sasaran utama pada pemilih pemula, kelompok marginal,
dan pemilih perempuan. Meskipun konsep dari KPU RI adalah menyasar seluruh
masyarakat umum, namun KPU Kota Palembang memiliki penekanan khusus pada
kelompok tersebut.

Rumah Pintar Pemilu ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan politik dan
menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan politik sejak dini, dengan target
sasaran yang utama adalah kelompok pemilih strategis seperti pemilih pemula,
perempuan, marginal dan penyandang disabiltas serta agamawan dan kelompok pra
pemilih yaitu kelompok yang belum memasuki usia pemilih. Sosialisasi merupakan
metode yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang untuk menarik perhatian
masyarakat terkait program Rumah Pintar Pemilu baik secara luring maupun melalui
sosial media maupun website.

KPU Kota Palembang menggunakan media sosial sebagai salah satu saluran

komunikasi utama untuk mempromosikan dan mengenalkan konsep Rumah Pintar
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Pemilu kepada masyarakat. Penggunaan media sosial diharapkan dapat mencapai

audiens yang lebih luas dan mempermudah akses informasi.

B. Saran
1. Teoritis
Penelitian ini dapat menambah pemahaman bagi para pembaca mengenai strategi
komunikasi politik KPU Kota Palembang dalam pemberdayaan Rumah Pintar
Pemilu dengan menggali lebih dalam implementasi teori komunikasi politik, yang
tidak hanya membantu memahami dinamika interaksi antara KPU dan masyarakat,
tetapi juga dapat berperan dalam meningkatkan strategi komunikasi politik KPU di
kota Palembang dan diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan
memungkinkan identifikasi keberhasilan atau tantangan yang mungkin dihadapi
dalam konteks pengembangan Rumah Pintar Pemilu.
2. Praktis
Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi KPU untuk terus melakukan
evaluasi dampak program Rumah Pintar Pemilu secara periodik, mendorong
diversifikasi konten sosialisasi dengan menggunakan berbagai format,
mengusulkan kerjasama intensif dengan sekolah-sekolah dan organisasi
masyarakat untuk memperluas jangkauan program, dan pemahaman mendalam

tentang isu-isu politik aktual.
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